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ABSTRACT 

This thesis aimed to discuss Human Security principle in NATO’s Humanitarian Intervention in Libya in the conflict occurring between Moammar Khadafi, and opposition group (NTC) and Libyan people. This conflict occurred due to people’s dissatisfaction with Khadafi’s dictator leadership. Some elements of human security were also broken by Khadafi’s regime. During the conflict, many people became the victim of violence and human right infringement committed by Khadafi and his proponent soldiers. UN’s Security Council released resolution no.1970 on February 26, 2011 imposing mild sanction to Khadafi. However, this resolution did not lead Khadafi to cease his action. Thus, UN’s Security Council released again the resolution no. 1973 underlying military intervention by NATO. This intervention aimed to stop infringement against human rights by Moammar Khadafi’s government against civilians.  The theories employed to analyze this thesis were international organization, human security, and humanitarian intervention. This thesis was studied using a qualitative research. The type of data employed was secondary data; technique of collecting data used was library study taken from document, journal, and internet. From the result of research, it could be concluded that humanitarian intervention could be done when human right infringement occurred in a country, but it still had humanity intervention, and accompanied with national interest of NATO’s dominant member countries. 
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PENDAHULUAN
Gelombang demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring pada akhir tahun 2010. Pada awalnya terjadi di Tunisia Pemicunya adalah aksi bakar diri oleh seseorang yang bernama Mohammed Bouzizi sebagai bentuk protes kekuasaan diktator di Tunisia yang dipimpin oleh Presiden Ben Ali. Kematian Bouzizi membuat masyarakat Tunisia marah dan menuntut Presiden Ben Ali untuk mundur. Kemudian Presiden Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi untuk mencari suaka. Keberhasilan revolusi di Tunisia diikuti revolusi di Mesir. Yang juga berhasil menggulingkan pemerintahan Housni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011. Pada beberapa negara Timur Tengah seperti Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Aljazair, dan Libya juga terjadi revolusi seperti ini. 
Di Libya, revolusi terjadi dengan munculnya aksi anti pemerintahan Moammar Khadafi. Sebelum terjadinya revolusi, kondisi domestik Libya tidak cukup baik. PDB perkapita Libya tercatat mencapai 14.884 dolar AS. Akan tetapi, sekitar 6 juta jiwa penduduk Libya berusia dibawah 20 tahun dan mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. (Apriadi Tamburaka, 2011 : 221) Hampir 10 persen penduduk Libya hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini berbanding terbalik dengan kekayaan yang dimiliki oleh Khadafi sebagai pemimpin. Khadafi melakukan praktek korupsi dimana Khadafi memperkaya diri sendiri bersama orang-orang terdekatnya. Revolusi di Libya dimulai pada tanggal 15 Februari 2011 di kota Benghazi. Masyarakat Libya protes agar Khadafi turun dari jabatannya dan menginginkan Libya menjadi negara yang lebih demokratis. Pada tanggal 17 Februari 2011 terjadi protes besar-besaran hampir seluruh wilayah Libya. Dengan banyaknya jumlah warga yang melakukan protes membuat Khadafi khawatir. Khadafi tidak bersedia untuk turun jabatan dan menyerang para demonstran anti pemerintah dengan kekerasan. Khadafi pun tak segan memerintahkan pasukannya untuk melakukan tindakan apapun untuk melawan para demonstran. Peristiwa ini mengundang reaksi dunia internasional. 

Banyak negara yang mengecam tindakan Khadafi. Dewan Keamanan PBB melakukan sidang sebanyak dua kali terkait konflik di Libya. Dalam sidang pertama menghasilkan Resolusi DK PBB No.S/RES/1970. Resolusi ini untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Khadafi, dan himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 pada tanggal 17 Maret 2011.  Dan dalam resolusi sidang kedua Dewan Keamanan PBB, membuat Amerika Serikat mengirim pasukan aliansi militer NATO ke Libya dan melakukan intervensi. Strategi keamanan NATO berubah setelah Perang Dingin usai. NATO dapat meningkatkan aktivitas yang lebih luas dengan Strategi out of area yang menjadi dasar perluasan aktivitas NATO di luar kawasan untuk menjaga perdamaian atau peacekeeping. Konflik yang diakibatkan ketidak puasan rakyak terhadap pemerintahan di negaranya menjadikan keamanan manusia (Human Security) di Libya terancam. Bahkan banyaknya korban ini mencerminkan adanya pelanggaran HAM. 
Maka dari itu peneliti memilih topik ini untuk dikaji karena penulis ingin mengkaji bagaimana intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Libya dapat menegakkan prinsip Human Security atau tidak. Peneliti akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan berikut, bagaimana Prinsip Human Security dalam Humanitarian Intervention NATO di Libya?
Intervetion atau intervensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh sebuah negara, sekelompok negara atau agen internasional terhadap kebijakan dari negara lain dimana negara tersebut tidak menyetujui adanya tindakan tersebut. (C.A.J. Coady. 2002: 10) Sedangkan humanitarian atau kemanusiaan merupakan suatu istilah yang menunjukkan motif utama dari sebuah intervensi. Dimana intervensi bertujuan untuk menjamin keselamatan warga negara dari bahaya sudah ada atau akan terjadi di negara asal mereka. (C.A.J. Coady. 2002 : 11) Maka yang dimaksud humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan yaitu adanya suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara atau gabungan dari beberapa negara dalam suatu keadaan yang sedang dialami oleh negara lain atas nama kemanusiaan. 
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kuaitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata serta peneliti tidak menganalisis angka-angka. Dalam sebuah penelitian yang dimaksud dengan objek penelitian yaitu masalah atau tema yang sedang diteliti. (Muhammad Idrus, 2009 : 91) Objek penelitian ini adalah Prinsip Human Security dalam Humanitarian Intervention NATO di Libya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang sudah  tersedia, mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain. Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan studi pustaka (library research) melalui beberapa sumber seperti buku serta internet yang dapat dimanfaakan untuk mengoptimalkan pengumpulan data atau informasi. (Umar Suryadi Bakry. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional : 176) Selain itu peneliti juga mengumpulkan data melalui makalah, jurnal baik jurnal nasional maupun internasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konsep Human Security
Di era Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang dingin konsep keamanan hanya terpusat pada national security yaitu konsep keamanan yang terpusat pada negara atau bersifat state centric. Pasca Perang Dingin konsep keamanan menjadi sebuah konsep yang tidak hanya terpusat pada negara namun individu menjadi unit analisis utama dan munculah konsep keamanan manusia (human security). Human security dipublikasikan oleh Human Development Report, UNDP pada tahun 1994. Human security memiliki dua aspek utama yaitu freedom from fear dan freedom from want (Acharya, 2008 : 493). 

Setelah berakhirnya Perang Dingin pentingnya keamanan manusia telah tumbuh dalam arti penting. Salah satu alasannya adalah meningkatnya insiden perang saudara dan konflik intra-negara yang melibatkan hilangnya nyawa, pembersihan etnis, pemindahan orang-orang di dalam dan lintas batas, dan wabah penyakit.  (Tow and Trood, 2000. Dalam Acharya, 2008 : 494) Alasan lain adalah penyebaran demokratisasi dan tekanan pasca-perang dingin pada hak asasi manusia dan intervensi kemanusiaan. Yang terakhir ini melibatkan prinsip bahwa masyarakat internasional dibenarkan dalam melakukan intervensi di internal negara-negara yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UNDP membagi tujuh elemen dalam human security yaitu : Economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, political security.(Acharya, 2008 : 492)

Ancaman-ancaman human security bersumber dari akar penyebab konflik, seperti pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, perbedaan peluang ekonomi, migrasi internasional, degradasi lingkungan, produksi obat-obatan, perdagangan manusia, dan terorisme internasional. Konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara merupakan ancaman serius bagi human security. Tentara anak dan ranjau darat menjadi permasalahan dalam konflik bersenjata. Menurut Human Security Report 2005, ada sebanyak 75% konflik yang melibatkan tentara anak. (Acharya, 2008 : 498) Contoh kasus ancaman human security antara lain ledakan Chernobyl tahun 1986, HIV/AIDS, pembersihan etnis di Bosnia, genosida di Rwanda, perubahan iklim global, krisis moneter, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), konflik di Darfur, dan konflik internal Libya antara rezim Khadafi melawan rakyatnya sendiri.
Bagi suatu negara human security dapat dijadikan sebagai suatu alat kebijakan. Beberapa negara menerapkan human security sebagai suatu kebijakan yaitu Jepang dan Kanada. Pendekatan human security Jepang terpusat pada freedom from want, satu dari dua tujuan yang ditetapkan oleh UNDP report tahun 1994. Pendekatan ini mendorong dirancangnya langkah-langkah untuk melindungi individu dari ancaman-ancaman terhadap kehidupan dan martabat mereka serta mendukung pemberdayaan diri untuk memunculkan potensi masyarakat pada bulan Desember 1998 dalam konteks “ Intellectual Dialogue on Building Asia’s Tomorrow”. (Shahrbanou Tadjbakhsh, 2005 : 20) Kanada berkonsentrasi pada tahun 1996 tentang tujuan UNDP untuk "freedom from fear", menyerukan keamanan bagi orang-orang dari ancaman kekerasan dan tanpa kekerasan. 

B. Humanitarian Intervention

Intervensi memiliki arti terdapat campur tangan oleh suatu negara terhadap negara lain, umumnya melalui cara-cara militer. Piagam PBB melarang negara melakukan intervensi terhadap negara lain. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menyatakan setiap negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Terdapat pengecualian dimana intervensi dapat dilakukan dan dibenarkan oleh hukum internasional adalah intervensi yang dilakukan di bawah Bab VII Piagam PBB yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan tindakan agresi. (Boer Mauna, 2011 : 649)
Intervensi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu intervensi yang dilakukan dengan ancaman atau pemberian sanksi dan intervensi yang melibatkan kekuatan militer. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi dalam bidang ekonomi dan sanksi diplomatik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak perlu menggunakan kekuatan militer selama proses intervensi. Namun apabila upaya secara damai sudah tidak dapat dilakukan lagi maka intervensi dapat melibatkan kekuatan militer. (Holzgrefe dan Keohane, 2003 : 18) seperti halnya humanitarian intervention di Libya. Pada awalnya PBB telah menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi dan pembekuan aset Khadafi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB agar dapat menghentikan konflik internal di Libya dimana Khadafi beserta pengikutnya menggunakan kekuatan militer untuk melawan kekuatan rakyatnya sendiri. Namun, sanksi tersebut tidak berhasil dan diabaikan oleh Khadafi sehingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi no 1973 untuk melakukan intervensi dengan melibatkan kekuatan militer yang dipimpin oleh NATO. Humanitarian intervention tidak hanya dilakukan di Libya akan tetapi juga pernah dilakukan di beberapa negara misalnya intervensi terhadap peristiwa Genosida di Rwanda, intervensi militer NATO di Kosovo, intervensi Rusia di Suriah.
C. Humanitarian Intervention oleh NATO di Libya
Libya merupakan negara yang berada di wilayah Afrika Utara. Awalnya Libya adalah negara yang berbentuk kerajaan dan rajanya adalah Raja Idris I. Pemerintahan Raja Idris I berakhir karena kudeta yang dilakukan oleh Moammar Khadafi. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Raja Idris I, Khadafi menyatakan diri sebagai pemimpin Libya. Pada tahun 1977, Khadafi mengumumkan sistem pemerintahan baru bagi Libya yaitu Jamahiriya. 

Pada masa kepemimpinannya, Khadafi menghapus Dewan Konstitusi Libya di tahun 1951 dan membuat suatu peraturan hukum baru yang dikenal sebagai The Green Book atau Buku Hijau. Dalam doktrin The Green Book Khadafi menganut prinsip demokrasi. (Apriadi Tamburaka, 2011 : 223) Pada sektor ekonomi, Libya merupakan negara yang kaya akan minyak dan Libya menyumbang minyak dunia sebanyak 2,1 persen. Cadangan minyak yang dimiliki Libya sekitar 46,42 miliar barel (Apriadi Tamburaka, 2011 : 222) Pendapatan perkapita Libya kurang lebih 14.900 dolar yang sebagian besar diperoleh dari sektor minyak.  (therichest.com, diakses pada 17 Agustus 2017) Namun, dengan pendapatan negara yang cukup banyak rakyat Libya yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Selama memimpin,  Khadafi tidak memperbolehkan didirikannya partai politik dengan mengeluarkan undang-undang no. 71 sejak 1972. Khadafi juga membatasi hak rakyat untuk beropini dan  menyampaikan aspirasinya melalui media. Pembentukan organisasi non-pemerintah diperbolehkan tetapi jumlahnya dibatasi. (Apriadi Tamburaka, 2011 : 224) Libya merupakan negara yang paling rendah dalam hak kebebasan pers di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, pembatasan hak untuk bersuara juga dilakukan, hal ini terbukti dalam Undang-undang 75 tahun 1973 dan dalam Undang-undang tahun 1974, Khadafi menyatakan siapapun yang mendirikan partai politik akan dieksekusi. 
Beberapa bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh Khadafi yaitu Khadafi melarang melarang setiap rakyatnya terlibat percakapan politik dengan orang asing apabila ada yang terbukti melakukan hal tersebut dianggap melakukan kejahatan dan akan mendapat hukuman penjara selama tiga tahun. Di sektor pendidikan Khadafi menghapus Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis dalam kurikulum pendidikan di Libya. (Apriadi Tamburaka, 2011 : 225) Jumlah anak-anak yang menderita kurang gizi di tahun 2007 sebanyak 5,6 %. Khadafi dianggap hanya memberikan perhatian kepada suku-suku yang setia mendukungnya. Mereka diberikan posisi-posisi penting. Meskipun Pemerintahan Khadafi memberi kemakmuran dan kedudukan politik kepada rakyatnya namun Khadafi tidak memberikan hak yang sama kepada suku-suku di wilayah Cyrenaica, tempat asal Raja Idris. (bbc.com, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017)

Hubungan luar negeri Libya dengan negara-negara barat cukup baik diera kepemimpinan Raja Idris. Ini dibuktikan dengan diizinkannya Inggris untuk melakukan sebuah proyek pembangunan di Libya dan menjadi pensuplai senjata terbesar bagi Libya. Sementara itu Amerika Serikat dapat mendapatkan izin untuk mendirikan pangkalan militernya di Libya karena Amerika Serikat telah mendukung kemerdekaan Libya pada tahun 1951. Namun, setelah Raja Idris digantikan oleh Moammar Khadafi hubungan luar negeri Libya dengan negara-negara barat memburuk. Khadafi melakukan perubahan salah satunya menasionalisasikan sebagian besar perusahaan asing. 
Pemerintahan Khadafi dianggap tidak pro terhadap rakyat. 15 Februari 2011 terjadi demonstrasi di Benghazi. Tanggal 17 Februari merupakan hari pemberontakan. Demonstrasi terjadi di Bayda, Derna, Benghazi, Bani Walid dan kota-kota lainnya. Para pemuda Libya di Benghazi membakar duplikat The Green Book. Khadafi dilaporkan telah membebaskan puluhan tahanan dari penjara dan membayar mereka untuk berperang melawan para demonstran. (aljazeera.com, diakses pada tanggal 20 Juni 2017) Para demonstran dianggap musuh negara dan direspon dengan kekerasan misalnya water canon dan senjata api.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah berbicara dengan Moammar Khadafi di telepon, mengatakan kepadanya bahwa kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan. Teguran dari Sekretaris Jenderal PBB tersebut tidak dihiraukan oleh Khadafi, dan sejumlah diplomat senior memilih untuk membelot dan beberapa diantaranya memilih untuk mengundurkan diri, seperti duta besar Libya ke Indonesia, India dan beberapa negara lainnya. (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2012 : 6) Pada tanggal 22 Februari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, menyerukan penghentian pelanggaran terhadap  hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak berwenang Libya. Pada tanggal 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB menyatakan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970 yang mengesahkan penjatuhan embargo militer dan sanksi ekonomi berupa pembekuan aset milik Khadafi, dan pencekalan bagi anggota keluarga Khadafi dan orang-orang yang menjadi pendukungnya. 

 Pihak oposisi mengumumkan secara resmi berdirinya NTC atau Dewan Transisi Nasional. NTC adalah perwakilan politik pihak oposisi dalam situasi krisis politik di Libya. Mustafa Abdul Jalil ditunjuk sebagai ketua NTC yang diresmikan di tanggal 5 Maret 2011.  (ntclibya.org, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017) Pada tanggal 10 Maret Khadafi  membom Brega dan merebut kembali Zawiyah, Bin Jawad. Pasukan militernya menembaki RasLanuf, pelabuhan minyak utama di Libya bagian timur, dan merebut kota terdekat Brega. 

Meskipun Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970, Khadafi masih tetap saja menggunakan kekuatan militernya untuk melawan rakyatnya. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973. Kemudian resolusi ini dijadikan dasar dilakukannya intervensi militer di Libya sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Libya yang dilakukan oleh Khadafi dan pasukan pendukungya. 
 Dewan Keamanan PBB melakukan pengambilan suara dari 15 negara anggota Dewan. Dari 15 anggota ada sebanyak 10 negara yang abstain dan 10 anggota yang lain menyatakan setuju untuk mulai diberlakukannya no fly zone. (un.org, diakses pada tanggal 25 Juli 2017) Lima anggota yang abstain tersebut dua diantaranya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto yaitu Rusia dan China, dan negara yang lain yaitu Jerman, India dan Brazil. Penetapan no fly zone atau zona larangan terbang dimaksudkan untuk menghentikan penggunaan pesawat tempur oleh Khadafi untuk menyerang rakyat sipil dan oposisi, mencegah masuknya tentara bayaran yang di sewa Khadafi yaitu tentara dari luar Libya.
Pada tanggal 19 Maret 2011, pasukan yang terdiri dari 3 negara dibawah pimpinan Amerika Serikat yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris memulai operasi militer mereka. Masing-masing negara memiliki nama kode bagi operasi yang mereka lakukan. Namun mereka menjadi satu bagian dalam operasi yang disebut Operasi Odyssey Dawn. (Gertler, 2011 : 17) Jet Perancis mulai membom Libya beberapa jam setelah resolusi tersebut disahkan, dengan pembom dari Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain bergabung tak lama kemudian. Komando Amerika Serikat berakhir setelah Operasi Odyssey Dawn digantikan dengan Operasi Unified Protector pada 31 Maret 2011. Kemudian operasi ini berada di bawah komando NATO.
Pada tanggal 15 Mei 2011, pasukan Khadafi mundur dari Misrata. Kota Misrata di tepi pantai dikepung selama berbulan-bulan oleh pasukan Khadafi. Ratusan warga sipil dan pejuang oposisi tewas, dan ribuan lainnya terluka, selama berminggu-minggu pertempuran di pusat kota dan dekat pelabuhan. Warga sipil melaporkan kondisi kehidupan yang mengerikan: makanan dan air yang langka, sedikit atau tidak ada listrik, dan kekurangan persediaan obat-obatan. 

Pada akhir Juli, para pemberontak tersebut yang bersembunyi di Pegunungan Nafusa menuju ke kota-kota di kaki bukit, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan jalan-jalan penting yang menghubungkan Tripoli ke Tunisia. Pemberontak merebut beberapa kota penting lainnya, termasuk Tiji dan Bir al-Ghanam. Pada 23 Agustus pertempuran besar terjadi antara rakyat yang dibantu oleh NATO melawan pasukan Khadafi.  Pada tanggal 20 Oktober 2011 Kota Sirte berhasil direbut oleh NTC dari pasukan Khadafi. Intervensi NATO berakhir pada 31 Oktober 2011. Khadafi diduga meninggal dunia karena dibunuh oleh NTC. Pada intervensi di Libya, Amerika Serikat menunjukkan dominasinya di NATO. Terlihat pada saat Operasi Odyssey Dawn dilakukan oleh koalisi tiga negara, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat pihak Amerika Serikat bertindak sebagai pemimpin dari operasi tersebut. 

Intervensi NATO di Libya memiliki misi kemanusiaan. Sebelum terjadinya revolusi, pemerintahan Khadafi sudah banyak menyengsarakan rakyat. Banyak kebijakannya yang bententangan dengan prinsip human security. Di bidang ekonomi, rakyat Libya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tindakan Khadafi terhadap rakyatnya merupakan ancaman terhadap perdamaian (threat to peace) sehingga kemudian DK PBB berhak untuk menentukan apabila telah terjadi ancaman terhadap perdamaian. Dengan strategi out of area maka NATO dapat melakukan intervensi sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia.

Intervensi militer oleh NATO ini membantu pihak oposisi kekuasaan Khadafi sendiri membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Libya. Namun, intervensi ini juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dalam satu kejadian, di Majer (Dekat Zlitan, sebelah barat Misrata), NATO mengklaim bahwa situs tersebut sengaja dibuat sebagai sasaran, dalam sebuah serangan menelan korban 34 warga sipil, termasuk delapan anak-anak dan delapan wanita. Pada insiden lain, di Sirte, kerabat seorang perwira militer, tiga wanita dan empat anak, terbunuh di rumah mereka dalam sebuah serangan dari NATO. Menurut Amnesty Internasional NATO seharusnya menerapkan standar tindakan pencegahan yang tinggi saat menargetkan rumah sipil. Negara-negara dominan dalam NATO, seperti Amerika Serikat tidak memiliki motif lain dalam melakukan intervensi. Amerika Serikat dinilai memiliki kepentingan geopolitik dan kepentingan ekonomi di Libya.

PENUTUP


Humanitarian intervention NATO di Libya memiliki misi kemanusiaan karena terancamnya keamanan manusia (human security) di Libya akibat kediktatoran Moammar Khadafi. Misi ini sudah terlaksana, akan tetapi disamping misi kemanusiaan tersebut banyak korban yang berjatuhan karena pertempuran antara rakyat Libya dibantu oleh NATO melawan Khadafi. Selain itu negara-negara dominan yang menjadi anggota NATO, seperti Amerika Serikat di nilai memiliki motif lain selain misi kemanusiaan dalam intervensi tersebut. Motif ini dilatarbelakangi kepentingan politik dan ekonomi. 
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